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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. 
Penerapan Asas Due process of law dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Perkebunan di Polres Langkat
Penerapan asas due process of law dalam tahap penyidikan tindak pidana perkebunan di Polres Langkat pada dasarnya menempatkan proses pemeriksaan bukan hanya sebagai kegiatan mencari pengakuan tersangka, melainkan sebagai mekanisme hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan penyidik dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, objektif, dan menghormati hak-hak orang yang diperiksa. Dalam perkara dugaan tindak pidana perkebunan yang melibatkan tersangka Nadio, penyidikan diarahkan untuk membuktikan apakah perbuatan mengambil atau memungut hasil perkebunan berupa tandan buah sawit dilakukan tanpa hak atau izin dari pihak perkebunan. Dengan demikian, due process of law menjadi ukuran bahwa proses hukum tidak boleh semata-mata berpihak pada laporan pihak perkebunan, tetapi harus memeriksa saksi, tersangka, barang bukti, dan dokumen pendukung secara seimbang.

Dalam konteks penyidikan, asas due process of law menghendaki agar penyidik menjalankan kewenangannya berdasarkan hukum acara pidana, bukan berdasarkan tekanan pelapor, asumsi awal, atau keinginan mempercepat penyelesaian perkara. Hal ini penting karena penyidikan merupakan tahap awal yang sangat menentukan arah perkara pidana. Apabila sejak awal penyidikan dilakukan tanpa penghormatan terhadap hak tersangka, maka proses selanjutnya berpotensi mengalami cacat prosedural. Oleh karena itu, setiap pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penyitaan, maupun pembuatan berita acara harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Dalam perkara tindak pidana perkebunan di Polres Langkat, penerapan due process of law tampak dari adanya pemeriksaan terhadap beberapa saksi sebelum dan/atau bersamaan dengan pemeriksaan tersangka. Pemeriksaan saksi diperlukan untuk membangun fakta awal mengenai peristiwa, lokasi kejadian, barang yang diambil, pihak yang dirugikan, serta ada atau tidaknya izin dari pihak perkebunan. Keterangan saksi seperti petugas keamanan dan pihak manajemen perkebunan menjadi penting, tetapi tetap harus diuji secara objektif karena sebagian saksi memiliki hubungan kerja dengan pihak pelapor.

Berdasarkan BAP saksi, pemeriksaan terhadap saksi dilakukan dengan terlebih dahulu menanyakan kondisi kesehatan jasmani dan rohani, kesediaan memberikan keterangan, kemampuan membaca dan menulis, serta pemahaman terhadap alasan pemeriksaan. Pola pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa penyidik secara administratif telah memasukkan unsur perlindungan prosedural terhadap saksi. Dalam kerangka due process of law, hal ini penting karena keterangan saksi hanya bernilai apabila diberikan secara bebas, sadar, dan tidak berada dalam tekanan.

Penerapan asas due process of law juga terlihat dari pemeriksaan terhadap tersangka Nadio yang dalam BAP dinyatakan telah diberitahukan haknya sebelum pemeriksaan. Pemberitahuan hak tersangka merupakan bagian penting dalam hukum acara pidana, karena seseorang yang telah berstatus tersangka tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai objek pemeriksaan. Tersangka tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak untuk tidak ditekan, hak untuk didampingi penasihat hukum, dan hak untuk mengetahui perkara yang disangkakan kepadanya.

Dalam draf hasil wawancara dengan penyidik pembantu yang memeriksa tersangka, penyidik dapat menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, tersangka terlebih dahulu diberitahukan mengenai statusnya, dugaan tindak pidana yang disangkakan, serta hak untuk didampingi penasihat hukum. Penyidik juga dapat menerangkan bahwa karena ancaman pidana dalam perkara tersebut tidak termasuk kategori yang mewajibkan penunjukan penasihat hukum oleh negara, maka tersangka diberi kesempatan untuk memilih apakah akan didampingi atau tidak. Apabila tersangka menyatakan bersedia diperiksa tanpa penasihat hukum, pernyataan tersebut dituangkan secara tegas dalam BAP.

Namun, dari perspektif due process of law, pernyataan tersangka yang tidak menggunakan penasihat hukum tidak cukup hanya dicatat secara formal dalam BAP. Penyidik juga perlu memastikan bahwa tersangka benar-benar memahami makna pendampingan hukum dan akibat dari keterangannya. Hal ini penting terutama karena tersangka dalam perkara ini memiliki latar belakang pendidikan yang relatif rendah, sehingga terdapat kemungkinan keterbatasan pemahaman terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya. Dengan demikian, penerapan due process of law tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif.

Dalam draf hasil wawancara kedua, penyidik dapat menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Pertanyaan tidak langsung diarahkan pada pengakuan, melainkan dimulai dari identitas, riwayat hidup, kronologi penangkapan, posisi tersangka saat diamankan, barang bukti yang ditemukan, serta ada atau tidaknya izin mengambil buah sawit. Model pemeriksaan demikian menunjukkan bahwa penyidik berupaya menyusun fakta secara bertahap dan tidak langsung menyimpulkan kesalahan tersangka.

Penerapan due process of law juga berhubungan dengan keharusan penyidik membaca kembali BAP kepada pihak yang diperiksa. Dalam perkara ini, BAP saksi maupun tersangka memuat klausul bahwa keterangan telah dibacakan kembali dan yang diperiksa membenarkan isi keterangannya sebelum menandatangani atau membubuhkan cap jempol. Klausul tersebut penting karena menjadi bukti administratif bahwa pihak yang diperiksa diberi kesempatan untuk mengoreksi keterangan sebelum berita acara ditutup.

Dalam draf hasil wawancara ketiga, penyidik dapat menerangkan bahwa setelah pemeriksaan selesai, BAP tidak langsung ditandatangani, melainkan dibacakan kembali kepada saksi atau tersangka. Apabila terdapat keterangan yang belum tepat, penyidik memberikan kesempatan untuk memperbaiki atau menambahkan keterangan. Cara ini diperlukan agar BAP benar-benar mencerminkan keterangan orang yang diperiksa, bukan semata-mata rumusan sepihak dari pemeriksa.

Asas due process of law dalam penyidikan perkara perkebunan juga menghendaki agar penyidik tidak hanya bertumpu pada keterangan pihak perkebunan. Dalam perkara ini, terdapat keterangan dari saksi keamanan, saksi pihak perkebunan, dan keterangan tersangka. Ketiganya harus diposisikan sebagai bahan pembuktian yang saling diuji. Apabila saksi dari pihak perkebunan menyatakan bahwa lokasi kejadian berada dalam areal HGU, maka penyidik tetap perlu memeriksa dokumen legalitas atau keterangan pendukung agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap perbuatan yang belum jelas status lahannya.

Dalam draf hasil wawancara keempat, penyidik dapat menjelaskan bahwa dalam perkara tindak pidana perkebunan, penyidik tidak hanya melihat perbuatan mengambil buah sawit, tetapi juga memeriksa apakah lokasi kejadian termasuk dalam areal perkebunan yang sah. Pemeriksaan ini dilakukan melalui keterangan pihak manajemen perkebunan dan dokumen pendukung mengenai penguasaan areal. Dengan demikian, penyidikan diarahkan untuk membuktikan unsur perkebunan secara lengkap, bukan hanya unsur pengambilan barang.

Penerapan due process of law juga harus terlihat dalam perlakuan terhadap barang bukti. Dalam perkara ini barang bukti berupa 7 tandan buah sawit dengan berat sekitar ±140 kg menjadi alat penghubung antara perbuatan tersangka dengan dugaan tindak pidana perkebunan. Penyidik harus memastikan bahwa barang bukti tersebut diperoleh, diamankan, dicatat, dan ditunjukkan kepada saksi maupun tersangka secara sah. Apabila barang bukti tidak dikelola dengan benar, maka kekuatan pembuktian perkara dapat melemah.

Dalam draf hasil wawancara kelima, penyidik dapat menyatakan bahwa barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian terlebih dahulu dicocokkan dengan keterangan saksi dan tersangka. Tersangka juga diperlihatkan barang bukti tersebut untuk memastikan apakah benar barang tersebut yang dibawa atau dipanen olehnya. Langkah ini merupakan bagian dari pemeriksaan yang adil karena tersangka diberi kesempatan untuk membenarkan atau membantah hubungan dirinya dengan barang bukti.

Aspek lain dari due process of law adalah larangan penggunaan kekerasan, ancaman, tekanan, atau bujuk rayu dalam memperoleh keterangan. Dalam BAP saksi dan tersangka, terdapat pertanyaan khusus mengenai ada atau tidaknya paksaan selama pemeriksaan. Secara formal, jawaban yang menyatakan tidak ada paksaan memperlihatkan adanya perhatian penyidik terhadap aspek voluntaritas keterangan. Namun secara akademik, hal ini tetap harus dianalisis secara kritis karena perlindungan hak tidak hanya dibuktikan dari kalimat standar dalam BAP, tetapi juga dari praktik pemeriksaan yang sebenarnya.

Dalam draf hasil wawancara keenam, penyidik dapat menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan fisik maupun psikis. Penyidik dapat menegaskan bahwa tersangka diberi waktu untuk menjawab pertanyaan dan tidak dipaksa untuk mengakui perbuatan di luar yang diketahuinya. Keterangan tersangka diperoleh melalui tanya jawab, kemudian dituangkan dalam BAP sesuai jawaban yang diberikan. Penjelasan ini penting untuk menunjukkan bahwa proses pemeriksaan tidak melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Penerapan due process of law dalam penyidikan juga menuntut adanya prinsip praduga tidak bersalah. Meskipun tersangka diduga tertangkap tangan membawa atau mengambil TBS sawit, penyidik tidak boleh langsung memperlakukan tersangka sebagai orang yang pasti bersalah. Status tertangkap tangan hanya menjadi dasar awal tindakan hukum, sedangkan kesalahan pidana tetap harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan diuji dalam proses peradilan.

Dalam draf hasil wawancara ketujuh, penyidik dapat menyatakan bahwa meskipun tersangka diamankan oleh petugas keamanan perkebunan, penyidik tetap melakukan pemeriksaan ulang terhadap peristiwa tersebut. Penyidik tidak hanya menerima penyerahan tersangka dari pihak perkebunan, tetapi juga memeriksa saksi, barang bukti, lokasi kejadian, dan keterangan tersangka. Dengan demikian, penanganan perkara tetap berada dalam kerangka hukum acara pidana, bukan berdasarkan tindakan sepihak pihak perkebunan.

Pada tahap penyidikan, due process of law juga berkaitan dengan kewajiban penyidik untuk menyusun administrasi penyidikan secara tertib. Administrasi tersebut meliputi laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan, berita acara penyitaan apabila ada, serta kelengkapan berkas perkara lainnya. Tertib administrasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari jaminan bahwa setiap tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam draf hasil wawancara kedelapan, penyidik dapat menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan dalam perkara ini didasarkan pada laporan polisi dan surat perintah yang sah. Pemeriksaan saksi dan tersangka dilakukan di kantor Polres Langkat serta dituangkan dalam BAP. Penyidik juga dapat menerangkan bahwa administrasi perkara menjadi bagian penting karena berkas penyidikan akan diteliti oleh jaksa penuntut umum sebelum perkara dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Dari sisi perlindungan tersangka, penerapan due process of law dalam perkara ini masih dapat dievaluasi, terutama mengenai efektivitas pemberitahuan hak atas bantuan hukum. Secara formal, hak tersebut telah disebutkan dalam BAP tersangka. Namun secara substantif, perlu dilihat apakah tersangka benar-benar memahami bahwa pendampingan hukum dapat membantunya dalam memberikan keterangan dan memahami konsekuensi hukum dari jawaban yang diberikan. Hal ini penting karena posisi tersangka dalam pemeriksaan sering kali tidak seimbang dengan aparat penegak hukum.

Dalam draf hasil wawancara kesembilan, penyidik dapat menyampaikan bahwa kendati tersangka tidak didampingi penasihat hukum, penyidik tetap menjelaskan hak-haknya dan tidak menghalangi apabila tersangka ingin menghadirkan penasihat hukum. Penyidik juga dapat menerangkan bahwa tersangka menyatakan bersedia diperiksa tanpa pendampingan karena merasa dapat menjelaskan sendiri kronologi kejadian. Penjelasan tersebut perlu dicatat sebagai bagian dari penerapan prosedur pemeriksaan yang transparan.

Penerapan due process of law dalam perkara tindak pidana perkebunan di Polres Langkat pada akhirnya dapat dinilai dari tiga indikator utama. Pertama, adanya dasar hukum yang jelas dalam setiap tindakan penyidikan. Kedua, adanya penghormatan terhadap hak saksi dan tersangka selama pemeriksaan. Ketiga, adanya pembuktian yang tidak hanya bertumpu pada pengakuan tersangka, tetapi juga pada keterangan saksi, barang bukti, dan dokumen pendukung. Apabila ketiga indikator tersebut terpenuhi, maka penyidikan dapat dikatakan telah mengarah pada proses yang adil.

Dalam draf hasil wawancara kesepuluh, penyidik dapat menyimpulkan bahwa penerapan due process of law dalam perkara ini telah dilakukan melalui pemberitahuan hak, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, pencatatan barang bukti, pembacaan ulang BAP, dan pemberian kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk membenarkan atau menambahkan keterangan. Namun penyidik juga dapat mengakui bahwa masih diperlukan peningkatan pemahaman tersangka terhadap bantuan hukum dan peningkatan koordinasi pembuktian dengan pihak perkebunan maupun instansi terkait.

Dengan demikian, penerapan asas due process of law dalam tahap penyidikan tindak pidana perkebunan di Polres Langkat telah tampak secara formal melalui tahapan pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP. Akan tetapi, secara substantif penerapannya tetap perlu diperkuat, khususnya dalam aspek pemahaman hak tersangka, objektivitas terhadap keterangan saksi yang berasal dari pihak perkebunan, serta verifikasi status lahan dan barang bukti. Oleh karena itu, due process of law tidak cukup hanya dipahami sebagai kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai jaminan keadilan dalam setiap tindakan penyidikan.
B. 
Konstruksi Hukum yang Dibangun oleh Penyidik dalam Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Perkebunan Dikaitkan dengan Prinsip Due process of law
Konstruksi hukum yang dibangun oleh penyidik dalam menetapkan tersangka tindak pidana perkebunan harus dimulai dari identifikasi peristiwa pidana, subjek pelaku, objek hasil perkebunan, status penguasaan lahan, serta ada atau tidaknya hak atau izin untuk mengambil hasil perkebunan tersebut. Dalam perkara Nadio, penyidik tidak cukup hanya membuktikan bahwa tersangka membawa atau memungut TBS sawit, melainkan harus membangun hubungan hukum antara barang bukti dengan kepemilikan atau penguasaan PT Bahruny sebagai pihak perkebunan.

Konstruksi hukum dalam perkara ini didasarkan pada dugaan pelanggaran Pasal 111 jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal tersebut pada pokoknya berkaitan dengan larangan memanen, memungut, atau mengambil hasil perkebunan secara tidak sah. Oleh karena itu, penyidik harus membuktikan bahwa perbuatan tersangka bukan sekadar mengambil barang, melainkan mengambil hasil perkebunan yang berada dalam wilayah penguasaan pelaku usaha perkebunan tanpa izin.

Dalam draf hasil wawancara pertama pada bagian ini, penyidik dapat menjelaskan bahwa dasar awal konstruksi hukum diperoleh dari laporan pihak perkebunan, penyerahan tersangka, keterangan petugas keamanan, serta barang bukti berupa 7 tandan buah sawit. Namun penyidik tidak serta-merta menetapkan tersangka hanya karena adanya laporan. Penyidik terlebih dahulu memeriksa apakah terdapat kesesuaian antara keterangan saksi, barang bukti, lokasi kejadian, dan keterangan tersangka.

Unsur penting dalam konstruksi hukum perkara ini adalah unsur “hasil perkebunan”. Penyidik harus memastikan bahwa objek yang diambil benar-benar merupakan hasil perkebunan, yaitu TBS sawit yang berasal dari areal perkebunan PT Bahruny. Tanpa pembuktian unsur ini, perbuatan tersebut dapat kabur antara tindak pidana perkebunan atau tindak pidana lain. Oleh karena itu, keterangan pihak perkebunan dan saksi keamanan menjadi relevan untuk menjelaskan asal-usul TBS sawit tersebut.

Dalam draf hasil wawancara kedua, penyidik dapat menerangkan bahwa barang bukti berupa TBS sawit diperiksa melalui keterangan saksi yang melihat langsung tersangka membawa atau memanen buah sawit. Penyidik juga mencocokkan jumlah barang bukti dengan keterangan saksi dan tersangka. Pencocokan tersebut penting agar konstruksi hukum tidak hanya bersandar pada tuduhan, tetapi pada fakta yang saling mendukung.

Unsur berikutnya adalah unsur “tanpa izin”. Dalam perkara tindak pidana perkebunan, pembuktian unsur tanpa izin sangat menentukan karena mengambil hasil perkebunan dapat saja menjadi perbuatan yang sah apabila dilakukan oleh pekerja atau pihak yang diberi kewenangan oleh perusahaan. Dalam perkara ini, konstruksi hukum penyidik dibangun melalui keterangan pihak perkebunan yang menyatakan bahwa tersangka tidak memiliki izin untuk mengambil atau memanen TBS sawit dari areal PT Bahruny.

Dalam draf hasil wawancara ketiga, penyidik dapat menjelaskan bahwa unsur tanpa izin dibuktikan dengan meminta keterangan dari pihak manajemen perkebunan dan petugas keamanan. Penyidik juga menanyakan langsung kepada tersangka apakah dirinya memiliki izin dari pihak PT Bahruny. Apabila tersangka mengakui tidak memiliki izin, maka keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan pihak perkebunan dan barang bukti yang ditemukan.

Konstruksi hukum penyidik juga harus memperhatikan status lokasi kejadian. Dalam BAP saksi dari pihak perkebunan disebutkan bahwa lokasi kejadian berada di areal Divisi I OP 10 D Perkebunan PT Bahruny Desa Kwala Pesilam. Penyidik perlu menjadikan informasi lokasi tersebut sebagai bagian penting dari pembuktian karena tindak pidana perkebunan mensyaratkan adanya hubungan antara perbuatan dengan areal perkebunan yang sah.

Dalam draf hasil wawancara keempat, penyidik dapat menerangkan bahwa penentuan lokasi dilakukan berdasarkan keterangan saksi, keterangan petugas keamanan, dan keterangan pihak perkebunan. Apabila diperlukan, penyidik dapat meminta dokumen pendukung mengenai HGU atau batas areal perkebunan. Hal ini penting agar penyidik tidak keliru menempatkan peristiwa yang mungkin terjadi di luar areal perkebunan sebagai tindak pidana perkebunan.

Dalam membangun konstruksi hukum, penyidik juga harus mengaitkan perbuatan tersangka dengan unsur kesengajaan. Keterangan tersangka dalam BAP yang menyatakan bahwa dirinya mengambil atau memanen TBS sawit untuk memperoleh keuntungan dapat digunakan untuk menunjukkan adanya kehendak sadar. Namun dalam prinsip due process of law, pengakuan tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya dasar pembuktian, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain.

Dalam draf hasil wawancara kelima, penyidik dapat menyatakan bahwa keterangan tersangka hanya ditempatkan sebagai salah satu unsur pendukung. Penyidik tetap memerlukan keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan pihak perkebunan untuk memastikan bahwa perbuatan tersebut benar terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian agar penetapan tersangka tidak hanya didasarkan pada pengakuan yang mungkin diberikan karena tekanan situasi.

Konstruksi hukum penetapan tersangka harus bertumpu pada minimal dua alat bukti yang sah. Dalam perkara ini, alat bukti yang dapat digunakan antara lain keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti berupa TBS sawit, serta dokumen atau keterangan terkait status areal perkebunan. Kombinasi alat bukti tersebut membentuk dasar penyidik untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana perkebunan dan bahwa Nadio patut diduga sebagai pelakunya.

Dalam draf hasil wawancara keenam, penyidik dapat menjelaskan bahwa sebelum menetapkan atau memproses tersangka, penyidik mempertimbangkan kecukupan alat bukti. Keterangan saksi keamanan yang melihat tersangka, keterangan pihak perkebunan mengenai kepemilikan hasil perkebunan, barang bukti TBS sawit, serta keterangan tersangka menjadi dasar yang saling berkaitan. Dengan demikian, konstruksi hukum dibangun secara berlapis, bukan secara tunggal.

Konstruksi hukum dalam perkara tindak pidana perkebunan juga perlu membedakan antara norma pidana khusus dan norma pidana umum. Undang-Undang Perkebunan merupakan ketentuan khusus yang mengatur perlindungan terhadap usaha perkebunan dan hasil perkebunan. Oleh karena itu, ketika objek yang diambil adalah hasil perkebunan dan peristiwa terjadi di areal perkebunan, penyidik dapat menggunakan ketentuan pidana perkebunan sebagai dasar hukum khusus, sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi.

Dalam draf hasil wawancara ketujuh, penyidik dapat menerangkan bahwa perkara ini tidak langsung diposisikan sebagai pencurian biasa karena objek yang diambil merupakan hasil perkebunan yang berada dalam areal perusahaan perkebunan. Penyidik menggunakan Undang-Undang Perkebunan karena perbuatan tersangka berkaitan dengan larangan memanen atau memungut hasil perkebunan tanpa hak. Namun, penyidik tetap harus memastikan unsur tersebut terpenuhi melalui fakta pemeriksaan.

Prinsip due process of law mengharuskan konstruksi hukum tidak hanya berpihak pada kepentingan pelapor. Dalam perkara perkebunan, pelapor sering kali adalah pihak perusahaan, sedangkan tersangka dapat berasal dari masyarakat sekitar. Situasi ini mengandung potensi ketimpangan posisi sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, penyidik wajib menjaga objektivitas dengan memeriksa apakah benar perbuatan tersangka memenuhi unsur pidana, atau terdapat faktor lain seperti ketidaktahuan batas lahan, kebiasaan masyarakat, atau sengketa lahan.

Dalam draf hasil wawancara kedelapan, penyidik dapat menyampaikan bahwa meskipun laporan berasal dari pihak perkebunan, penyidik tetap menanyakan kepada tersangka mengenai alasan mengambil TBS sawit dan apakah tersangka mengetahui bahwa buah tersebut milik perusahaan. Penyidik juga menilai apakah lokasi kejadian jelas berada dalam areal perkebunan. Pemeriksaan ini dilakukan agar penyidikan tidak semata-mata menjadi alat perlindungan kepentingan perusahaan, melainkan tetap berada dalam koridor hukum pidana.

Konstruksi hukum juga dibangun melalui penilaian terhadap kerugian. Dalam perkara ini disebutkan adanya kerugian sekitar Rp350.000. Walaupun nilai kerugian relatif kecil, penyidik tetap dapat memproses perkara apabila unsur tindak pidana terpenuhi. Namun dari perspektif kebijakan hukum pidana, nilai kerugian yang kecil dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai proporsionalitas penanganan perkara, termasuk kemungkinan pendekatan keadilan restoratif apabila memenuhi syarat.

Dalam draf hasil wawancara kesembilan, penyidik dapat menjelaskan bahwa nilai kerugian bukan satu-satunya dasar dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Yang lebih penting adalah terpenuhinya unsur perbuatan, objek hasil perkebunan, dan tidak adanya izin. Namun penyidik juga dapat mempertimbangkan nilai kerugian, sikap tersangka, dan sikap pihak korban/pelapor dalam menentukan kemungkinan penyelesaian yang lebih proporsional sesuai aturan yang berlaku.

Penetapan tersangka dalam konstruksi hukum yang sesuai due process of law harus melalui proses analisis, bukan sekadar kelanjutan dari penangkapan oleh petugas keamanan. Tertangkap tangan dapat memperkuat dugaan awal, tetapi penyidik tetap harus melakukan pemeriksaan secara mandiri. Artinya, penyidik tidak boleh hanya menerima kesimpulan pihak keamanan, melainkan harus menyusun sendiri rangkaian fakta dan alat bukti yang membentuk dugaan pidana.

Dalam draf hasil wawancara kesepuluh, penyidik dapat menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, dan barang bukti. Penyidik dapat menyatakan bahwa prinsip due process of law diterapkan dengan cara memastikan kecukupan alat bukti, memberikan hak kepada tersangka untuk menjelaskan versinya, serta mencatat seluruh keterangan dalam BAP. Dengan demikian, konstruksi hukum penetapan tersangka tidak hanya bersifat formal, tetapi juga didasarkan pada pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, konstruksi hukum yang dibangun oleh penyidik dalam menetapkan tersangka tindak pidana perkebunan dikaitkan dengan prinsip due process of law terdiri atas beberapa lapisan pembuktian. Pertama, pembuktian peristiwa pengambilan atau pemanenan TBS sawit. Kedua, pembuktian bahwa TBS sawit merupakan hasil perkebunan PT Bahruny. Ketiga, pembuktian bahwa perbuatan dilakukan tanpa izin. Keempat, pembuktian hubungan tersangka dengan barang bukti. Kelima, pembuktian kesalahan melalui keterangan tersangka yang didukung alat bukti lain.

Dalam konstruksi tersebut, prinsip due process of law berfungsi sebagai pengendali agar penetapan tersangka tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Penyidik harus memastikan bahwa setiap unsur pidana diuji melalui alat bukti yang sah, bukan hanya berdasarkan laporan atau pengakuan. Dengan demikian, penetapan tersangka baru dapat dianggap sah secara hukum apabila dibangun melalui prosedur yang adil, penghormatan terhadap hak tersangka, dan pertimbangan objektif terhadap seluruh fakta perkara.

Konstruksi hukum yang ideal dalam perkara tindak pidana perkebunan juga harus memperhatikan karakter hubungan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar. Banyak perkara perkebunan tidak hanya berhubungan dengan tindakan mengambil hasil kebun, tetapi juga berkaitan dengan kemiskinan, batas lahan, pekerjaan informal, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap status hukum areal perkebunan. Oleh karena itu, penyidik perlu membangun konstruksi hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga sensitif terhadap konteks sosial perkara.

Penerapan prinsip due process of law dalam konstruksi hukum penyidik pada akhirnya menuntut keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan perusahaan sebagai pemegang hak atas hasil perkebunan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai subjek hukum. Penyidikan yang baik bukanlah penyidikan yang sekadar berhasil menetapkan tersangka, melainkan penyidikan yang mampu menjelaskan secara transparan mengapa seseorang secara hukum patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah.

C. 
Kendala Yuridis dan Praktis yang Dihadapi Penyidik dalam Menerapkan Asas Due process of law pada Penyidikan Tindak Pidana Perkebunan

Kendala yuridis dan praktis dalam penerapan asas due process of law pada penyidikan tindak pidana perkebunan muncul karena perkara perkebunan tidak hanya berkaitan dengan tindakan mengambil hasil tanaman, tetapi juga berkaitan dengan status lahan, kepemilikan hasil perkebunan, hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar, serta pemahaman tersangka terhadap hak-haknya. Oleh karena itu, penyidik menghadapi tantangan untuk membuktikan unsur pidana sekaligus menjaga agar proses pemeriksaan tetap adil.

Kendala yuridis pertama adalah penafsiran unsur tindak pidana perkebunan, khususnya unsur memanen, memungut, atau mengambil hasil perkebunan secara tidak sah. Dalam praktik, unsur tersebut harus dibedakan dari pencurian biasa, pengambilan barang terlantar, atau tindakan mengambil buah yang dianggap berada di sekitar permukiman masyarakat. Perbedaan ini penting karena kesalahan dalam mengkualifikasikan perbuatan dapat mempengaruhi dasar hukum yang digunakan penyidik.

Dalam draf hasil wawancara pertama pada bagian ini, penyidik dapat menjelaskan bahwa kendala utama dalam perkara tindak pidana perkebunan adalah memastikan terpenuhinya unsur khusus dalam Undang-Undang Perkebunan. Penyidik tidak hanya menilai adanya pengambilan buah sawit, tetapi juga harus memastikan bahwa buah tersebut berasal dari areal perkebunan yang sah dan diambil tanpa izin. Hal ini membutuhkan keterangan serta dokumen pendukung dari pihak perkebunan.

Kendala yuridis berikutnya adalah pembuktian status lahan atau areal perkebunan. Dalam perkara ini, pihak perkebunan menyatakan bahwa lokasi kejadian berada dalam areal PT Bahruny. Namun, dari sudut due process of law, penyidik idealnya tidak hanya bergantung pada pernyataan pihak perkebunan. Status HGU, batas areal, dan dokumen penguasaan lahan perlu diverifikasi agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan lokasi tindak pidana.

Dalam draf hasil wawancara kedua, penyidik dapat menyatakan bahwa pembuktian status areal perkebunan kadang menjadi kendala karena penyidik membutuhkan dokumen dari perusahaan atau instansi terkait. Apabila dokumen tidak segera tersedia, penyidik harus mengandalkan keterangan awal dari pihak perkebunan sambil tetap melengkapi dokumen pendukung. Kondisi ini dapat memperlambat penyidikan dan mempengaruhi kepastian hukum perkara.

Kendala praktis juga muncul dari posisi saksi yang sebagian besar berasal dari pihak perkebunan, seperti petugas keamanan dan manajemen perusahaan. Keterangan mereka penting karena mengetahui langsung peristiwa dan status objek perkebunan. Namun, karena mereka berada dalam hubungan kerja dengan pihak pelapor, penyidik harus berhati-hati agar tidak menjadikan keterangan tersebut sebagai satu-satunya dasar pembuktian tanpa pengujian yang memadai.

Dalam draf hasil wawancara ketiga, penyidik dapat menjelaskan bahwa saksi dari pihak perkebunan sering menjadi saksi utama karena merekalah yang menemukan atau mengamankan pelaku di lapangan. Kendalanya, penyidik tetap harus menjaga objektivitas dengan menanyakan kronologi secara rinci, mencocokkan keterangan antar saksi, memperlihatkan barang bukti, dan meminta keterangan tersangka. Hal ini dilakukan agar BAP tidak hanya mencerminkan versi pelapor.

Kendala berikutnya adalah nilai kerugian yang relatif kecil. Dalam perkara ini kerugian disebut sekitar Rp350.000, sementara proses pidana membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya administrasi yang tidak sedikit. Secara hukum, nilai kerugian kecil tidak selalu menghapus tindak pidana, tetapi secara praktis dapat menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas penanganan perkara. Hal ini menjadi tantangan bagi penyidik dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

Dalam draf hasil wawancara keempat, penyidik dapat menerangkan bahwa meskipun nilai kerugian kecil, perkara tetap dapat diproses apabila pihak korban membuat laporan dan unsur pidana terpenuhi. Namun penyidik juga dapat mempertimbangkan sikap pelapor, pengakuan tersangka, riwayat perbuatan, serta kemungkinan penyelesaian lain sesuai ketentuan. Kendalanya, tidak semua pihak pelapor bersedia menyelesaikan perkara secara kekeluargaan atau restoratif.

Kendala yuridis lainnya berkaitan dengan penerapan bantuan hukum. Dalam BAP tersangka, tersangka menyatakan tidak didampingi penasihat hukum dan bersedia diperiksa. Secara formal hal tersebut dapat diterima apabila tidak termasuk kondisi wajib didampingi penasihat hukum. Namun secara substantif, penyidik tetap menghadapi kendala dalam memastikan bahwa tersangka benar-benar memahami haknya, terutama apabila tersangka memiliki pendidikan rendah atau tidak terbiasa dengan proses hukum.

Dalam draf hasil wawancara kelima, penyidik dapat menjelaskan bahwa penyidik telah memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum, tetapi tersangka menyatakan bersedia diperiksa tanpa pendampingan. Kendalanya, tidak semua tersangka memahami manfaat penasihat hukum. Oleh karena itu, penyidik harus menggunakan bahasa sederhana dan memastikan tersangka memahami pertanyaan, status hukumnya, serta konsekuensi dari keterangan yang diberikan.

Kendala praktis juga berkaitan dengan kondisi pemeriksaan yang sering berlangsung dalam waktu terbatas. Penyidik harus memeriksa saksi, tersangka, barang bukti, dan administrasi perkara dalam situasi beban kerja yang cukup tinggi. Keterbatasan waktu dapat mempengaruhi kedalaman pemeriksaan, terutama untuk menggali konteks sosial, status lahan, atau kemungkinan adanya konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan.

Dalam draf hasil wawancara keenam, penyidik dapat menyampaikan bahwa beban perkara di kepolisian cukup banyak, sehingga penyidik harus membagi waktu antara pemeriksaan, pemberkasan, koordinasi dengan jaksa, dan kegiatan lapangan. Dalam kondisi demikian, penyidik tetap berusaha menjaga prosedur pemeriksaan sesuai hukum acara pidana. Namun, keterbatasan jumlah personel dan waktu dapat menjadi hambatan dalam menerapkan due process of law secara ideal.

Kendala berikutnya adalah pembuktian batas antara perbuatan pidana dan konflik sosial perkebunan. Di beberapa wilayah, masyarakat sekitar perkebunan mungkin memiliki persepsi berbeda mengenai buah sawit yang berada di sekitar areal tertentu, terutama apabila batas lahan tidak terlihat jelas. Apabila penyidik tidak cermat, perkara yang berakar pada ketidaktahuan atau konflik sosial dapat langsung dipidana tanpa analisis yang memadai.

Dalam draf hasil wawancara ketujuh, penyidik dapat menjelaskan bahwa salah satu kendala di lapangan adalah adanya masyarakat yang menganggap mengambil buah sawit tertentu sebagai hal biasa, terutama apabila buah tersebut berada dekat permukiman atau jalan kebun. Penyidik harus menjelaskan bahwa apabila buah tersebut berasal dari areal perusahaan dan diambil tanpa izin, maka perbuatan tersebut dapat diproses hukum. Namun penyidik tetap perlu menilai konteks dan bukti secara cermat.

Kendala administratif juga dapat muncul dalam bentuk kelengkapan berkas perkara. Penyidikan tindak pidana perkebunan membutuhkan BAP saksi, BAP tersangka, daftar barang bukti, keterangan pihak perkebunan, dokumen lokasi, dan kelengkapan administrasi lainnya. Apabila salah satu dokumen belum lengkap, berkas perkara berpotensi dikembalikan oleh jaksa penuntut umum untuk dilengkapi. Hal ini dapat memperpanjang proses hukum.

Dalam draf hasil wawancara kedelapan, penyidik dapat menyampaikan bahwa salah satu kendala dalam pemberkasan adalah memenuhi petunjuk jaksa apabila berkas dinilai belum lengkap. Misalnya, jaksa dapat meminta penjelasan tambahan mengenai status lahan, nilai kerugian, hubungan barang bukti dengan pihak perkebunan, atau kronologi penangkapan. Penyidik harus melengkapi hal tersebut agar konstruksi perkara menjadi lebih kuat.

Kendala praktis lainnya adalah koordinasi dengan pihak eksternal. Dalam pembuktian perkara perkebunan, penyidik terkadang membutuhkan informasi dari perusahaan, pemerintah desa, BPN, atau instansi lain. Koordinasi ini tidak selalu cepat karena masing-masing pihak memiliki prosedur administrasi sendiri. Padahal, penyidik membutuhkan kepastian data untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai prinsip legalitas dan due process of law.

Dalam draf hasil wawancara kesembilan, penyidik dapat menerangkan bahwa koordinasi dengan pihak perusahaan biasanya lebih mudah karena perusahaan berkepentingan melaporkan perkara. Namun, apabila diperlukan dokumen teknis seperti batas HGU atau data legalitas lahan, penyidik dapat membutuhkan waktu tambahan. Hambatan tersebut dapat mempengaruhi kecepatan penyidikan, tetapi tetap harus dilakukan agar perkara tidak lemah secara pembuktian.

Kendala dalam penerapan due process of law juga berkaitan dengan keseimbangan antara kepentingan korban dan hak tersangka. Pihak perkebunan sebagai korban tentu menghendaki perlindungan hukum atas aset dan hasil perkebunan. Di sisi lain, tersangka tetap berhak diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh dipaksa mengakui perbuatan. Penyidik berada pada posisi tengah untuk memastikan kepentingan kedua belah pihak berjalan sesuai hukum.

Dalam draf hasil wawancara kesepuluh, penyidik dapat menyampaikan bahwa kendala paling dominan adalah menjaga keseimbangan antara tuntutan pelapor agar perkara segera diproses dan kewajiban penyidik untuk tetap memeriksa perkara secara objektif. Penyidik harus menjelaskan kepada pelapor bahwa proses hukum membutuhkan pembuktian, sementara kepada tersangka penyidik harus menjelaskan hak dan kewajibannya selama pemeriksaan.

Selain kendala yang bersifat teknis, terdapat pula kendala pemahaman masyarakat terhadap hukum perkebunan. Tidak semua masyarakat memahami bahwa hasil perkebunan yang berada dalam areal perusahaan tetap dilindungi oleh hukum, meskipun secara fisik buah tersebut terlihat mudah diambil. Minimnya sosialisasi hukum dapat menyebabkan tindak pidana serupa berulang. Dalam konteks ini, penyidikan tidak cukup hanya bersifat represif, tetapi juga perlu diikuti pendekatan edukatif.

Kendala lain yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan munculnya ketimpangan posisi antara perusahaan dan tersangka. Perusahaan biasanya memiliki dokumen, petugas keamanan, dan akses hukum yang lebih kuat, sedangkan tersangka sering kali berasal dari masyarakat biasa. Kondisi ini membuat penyidik harus lebih berhati-hati dalam memeriksa perkara agar proses pidana tidak menjadi alat yang menekan pihak lemah tanpa pembuktian yang objektif.

Upaya mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan ketelitian penyidik dalam memeriksa unsur tindak pidana, memperkuat dokumentasi status lahan, memastikan pemberitahuan hak tersangka dilakukan secara nyata, serta meningkatkan koordinasi dengan jaksa sejak awal penyidikan. Selain itu, penyidik juga perlu menggunakan pendekatan proporsional terhadap perkara dengan nilai kerugian kecil, sepanjang tetap memperhatikan kepentingan hukum pihak korban.

Dengan demikian, kendala yuridis dan praktis dalam penerapan asas due process of law pada penyidikan tindak pidana perkebunan di Polres Langkat meliputi kendala penafsiran unsur pidana, pembuktian status lahan, objektivitas saksi dari pihak perkebunan, pemahaman tersangka terhadap hak hukum, keterbatasan waktu dan personel, kelengkapan administrasi, serta koordinasi dengan pihak eksternal. Kendala-kendala tersebut tidak menghapus kewajiban penyidik untuk menjalankan penyidikan secara adil, tetapi justru menuntut penyidik agar lebih cermat, transparan, dan akuntabel dalam setiap tahap pemeriksaan.
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